
SALINAN 

PERATURAN MENTER! DALAM NEGERT REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 12 TAHUN 2024 

TENTANG 
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

TAHUN 2025 

Menimbang 

M·engingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! DALAM NEGERI REPUBLIK [NDONESIA, 

a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi 
pembangunan di claerah guna mendukung penc.apaian 
sa,saran pembangunan nasiona1, perlu sinergi 
perencanaan program kerja tahunan antara pemerirttah 
pusat, pemerintah daerah, dart antarpenierintah daerah 
melalui rencana kerja pemerintah daerah; 

h. bahwa berdasarkan pertin1bc:l.llgan �eb�gaim.ana dimaksud 
dalam hu.ruf a dan urttuk melal<:sanakan ketentuan Pasal 
76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo1· 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengcndal.ian Dan 
Evaluasi Pemba.ngunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerab dan Renoana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahcµi Rencanq. Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu 
menei.apkan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 
Pe<;ipman Penyusuna.n Rencana Kerja P<;:merint?h :Oaerah 
Tahun 2025; 

1. Pasal 17 ayat (3) Undang�Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-=Undang N0mor 39 Tahun 2008 tentang 
Kernenterian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indone,sia Tahun 2d0S Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negaxa .Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nbmor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Le,mbara:.n Negara Republik 
Indonesja Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negc;J.nl Republik lndonesi� Nomor 5587) sebagaimana 
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telah beberapa k�li cliuba,h terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahbn 2023 tentang Penetqpan 
Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 22 tentang C1pta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia T:iliun 2022 Nomor 
238, Trunbahan Lembaran Negara Republik Indone-sia 
Nomor 6841); 

4. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang 
Kementerian Dalrun Negeri (Leml;>aran Nt:gara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 286); 

5. Peraturan Menteri Dalarn Nege:ri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaa.n, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembanguna.n Daerab, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Pera.tu.ran Daerah tentang Rencana 
Pembangunan .Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Norn.or 1312); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang KJg.si:fikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perenc;anaan Pembangunan aan Keuangan DaeraJ1 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 
tentang Organisasi dan Tata Ke1ja Kementerian Dalam 
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nmnor 1433). 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN MENTERI I)AI.;AM NEGERI TENTANG PEDOMAN 
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
TAHUN 2025. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
DaJam Peraturan Menteri ini yang dimak:sud •de.ngan: 
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 
Menteri se·bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Da.sar Negara Republik lndoriesia tahu:n 1945. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagru unsur 
penyelenggara pemerintcJ.han dqer?.11 yang mermmpm 
pelaksanarui urusan pem_erintahan yang menjad:i 
kewenangan daerah otbnom. 

3. Perangkat Daerah adalah unsur pemban tu kepala daeral1 
dan dewan p�rwakilan rakyat daerah daJam 
p .enyelenggaraan urusan pernerintahan yang menjadi 
kewe~nangan daerah. 

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang 
selanjutnyc1. disebl,lt Bappeda atau sebutan lainnya �dalah 
Perangkat Daerah yang menye1enggarakan unsur 
penurtJang perencanaan dan melaksanakan tugas 
mengoordinasikan; mensinergikai:1 serta 



- 3 -

m.enghannonisasi¼an penyusunan, pengendalii;!.n, dan 
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 

5. Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah 
selanjutnya disebut Rakortekbang adalab rapat koordinasi 
teknis antara kement�rian a.tau lembaga pemerintah 
nonkementerian dan daerah untuk mencapai target 
pembang:unan nasional. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Men€ngab DaerqJJ. yang 
selanjutnya disingka.t RPJMD adajah dokurnen 
perencanaan daerah untuk periode 5 .  (lima) tahun 
terhitung sejak dilantik san1pai dengan berak.hirnya masa 
jabatan kepala daerah. 

7. Rencc:1J1a P�mbangunan Daerah yang selanjutnya 
disin�t RPD adalah dokumen perencanaan 
pembrutgunan menengah daerah bagi daerah yang masa 
jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022, tahun 
2023 dan tal1.un 2024 serta daerah otonom baru. 

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah 
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 
(lim�) t�.h,;m. 

9. Rencana Ke1ja Pemerintah yang selanjuthya disingkat RKP 
adalah dokunien perencanaan pembangunan nasional 
untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 
Januari dan berakhir pac;ia tanggal 31 Desember. 

10. Rencana Ke:rj.a Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokum.en perencanaan daerah 
untuk periode l (satu) tahun. 

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
Renja Perartgkat Daerah adalah dokumen perencanaan 
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

12. Kebijakan Um.um Anggaran Pendapatan clan Belanja 
Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah .dokumen 
ya:ng n1emuat kebijakan bidang· pet1dap:atan, belarya, dan 
pembiayaan serta asumsi yang mendasatinya untuk 
periode 1 (salu) tahun. 

13. Prioritas dan Plaf9n Anggarc3.n Sementara yang ::;�lanjutny� 
di$ingkat PPAS adalah .program priorita� clan patokan 
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 
Perangkat Daerab un tuk setiap program sebagai acuan 
dalc:UD penyusll.llan rencana k�1ja dan anggar�n satuan 
ke.rja Perangkat Da.erah. 

14. Peraturan Guben11ur yru1g selruijutnya disingkat 
Pergub adalah peraturan perundang-undangan yang 
bersifat ·pengaturan yang ditet�pk.an ol�h gul;>ernw-. 

15. Peraturan Bupati/Peratw-an Wali Kota ya.rig selanjutrtya 
disingkat Perbup/Perwali adalah peraturan perundang­
undangan yang bersifat pengaturan yru1g dit€tapkan oleh 
1:mpati/ wclli kota 

16. M�nteri adal�h menteri yang menyelenggaral{an urusan 
pemerintahan dalam negeri. 
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BAB II 
RENCANA KERJA PEME RINTAH DAERAH TAHUN 2025 

Pasal 2 
(1) RK:PD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD 

atau RPD yang meliputi tujuan, sasaran, arah kebijakan, 
kinerja, program, serta penjabaran Renstra Perangkat 
Daerah. 

(2) Penjabaran Renstra Perangkat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l} meliputi kegiatan, clan sub 
kegiatan R,enja Perangkat Daerah dan pendanaan untuk 
jangka waktu 1 (satu) tahun. 

(3) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
memuat: 
a. rancangan kerangka ekonomi daerah; 
b. prioritas pembangunan daei-ah; 
c. rencana kerja dan pendanaan untuk Jangka waktu 1 

(satu) tahun; dan 
d. hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2024. 

(4) Hasil Rakortekbang sebagaima11a dimaksud pada ayat (3) 
huruf d menjadi acuan Perangkat Daerah dalam 
menyusun Renja Perangkat Daerrah. 

(5) Program
1 

kegiatan, dan sub kegiatan pada penyusunan 
RKPD T�un 2025 sesu?Li <;lengan k�tentl,.lan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur mengenai 
pemutakhirai1 klasifikasi, kode:fikasi dan nomenklatur 
perencanaan pembangunan dan keua.11gan daerah. 

(6) Tahapan penyusun.an RI<PD Tahun 2025 dil?lks�ak� 
dengan memanfaat:kan sistem informasi peme1in:t_ahan 
daerah. 

(7) RKPD provinsi Tahun 2025 berpedoman pada RKP Tahun 
2025 dan program strategis nasional y�ng ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat. 

{8) RKPD kabupaten/kota Tahun 2025,berpedoman pada RKP 
Tahun 2025, program strategis nasional yang ditetapkan 
oleh Pemerintc,1.h Pusat dan RKPD provinsi. 

Pasal3 

(1) Rancan.gan akhir RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai 
bahan penyusunan rancangan Pergu b tentang RKPD 
provinsi Tahun '.2025 dc:1n rancangan Perbup/Perw�i 
tet1tang RKPD kabupaten/kota T.ahun 2025. 

(2) Rancangan Pergub tentang RKPD provinsi Tahun 2025 
sebagaimana dimaksud pa<;la ayat (1) dis�.mpaikcm oleh 
gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina 
Pem bahgurian Daerah untuk difasiHtasi. 

(3) Rancangan Perbup/Perwali tentang Rl{J'D 
kabupaten/kota Tahun 2025 sebagaimana ciimaks-ud 
pada ayat (1) dis�paikan oleh bupati/wali kota kepada 
gubernur sebagai wakil Pernerintah Pusat melalui kepala 
Bappeda provinsi untuk di:fasilitasi. 

(4) F'asilitasi sebagaimana clirnaksud p _ada ay&t (2) dan (3) 
dilakukan sejak dokt.Unen diterimp. secara lengkap. 

(5) Rancangan Pergub dart Perbup / Perw·ali tentang RKPD 
provinsi dan RKPD kabupaten/kota sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (2) dan ayat ($) disw.npzjkan secara 
lengkap dengan melampirka.n dokumen yang terdiri atas: 
a. surat permohonru.1 fasjlitasi dati gubemur kepacla 

Menteri melalui Direktur Jenderal Bina 
Pembangunan Daerah atau dru::i bupati/wali kota 
kepada gubernur sebagaj wakil Pemerintah Pus_at 
melalui kepa1a Bappeda provinsi; 

b. rancangan akhir RKPD Tahun 2025; 
c. berita c1.carc1. kesepakat� musyawarah perenc�.na� 

dan pembangunan RKPD Tahun 2025; 
d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusa.n 

kebijakan perencanaan pem bangunan tabunan; 
e. gambaran konsisten:si progr?ID antara RPJMD/RPD 

dan RKPD; 
f. hasi1 reviu aparat pengawasa11 internal Pemerintah 

Daerab; dan 
g. daftar isian fasilitasi RKPD Tahqn 2025. 

Pasal 4 
( 1 )  Hasil [asilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(4) disampaikan da1am bentuk surat Direktur Jenderal 
Bjna Pembangunari Daerah atas nama Mente_ri bagi 
provinsi dan surat kepala Bappeda ptovirisi atas nama 
gubernur bagi kabupaten/kota, yang kemuclian akan 
menjadi bahan dasar penyempurnaan rancangan Pergub 
d,ari Perbup/Perwali tentang RKPD provinsi dan RKP[) 
kabupaten/kota Tahun 2025. 

(2) Penyempurnaan rancangan Pergub dan Perbup/Perwali 
tent$.Ilg RKPO provin.si cian RK.?D kabupaten/ kota Tahun 
2025 sebagaimana dimak{ud pada ayat (1) disajikan 
melalui matriks hasil penyempurnaan. 

Pasal 5 
(1)  Dalam hal RKP Tal1un 2025 sebagaimana dimaksud dal� 

Pasal 2 ayat (7) dan ayat (8) belum ditetapkan, 
penyusunan RKPD Tahun 2025 mengaclsl pada rancangan 
RKP Tahun 2025 yang mernuat a.rah kebjjakan 
pembangunan nasional Tahun 2025. 

(2) Arah kebijal{an pembangunan nasional Tahun 2025 
sebagaimana climaksud pada ayat (1), format garnbaran 
konsistensi program antara RPJMD/RPD dan RKPD 
sebagaimana d.imaksud dalam Pasal 3 a_yat (5) huruf e, 
claftar isian fasilitasi RKPD Tahun 2025 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat. (5) huruf g, dai-1 mati"iks basil 
penyempumaan sebaga:imana dimaksud dalam PasaJ 4 
ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpis·ahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasa1 6 
(1 )  Dalani hal RI{P Tahun 2025 belum ditetapkan sampai 

dengan Juni 2024 1 gubernt.u- dapat menetapkan 
rancangan Pergub tentang RKPD provinsi Tahun 2025. 

(2) Penetapan rancq.UgqJJ Perbup/P�rwali tentang RKPO 
kabupaten/kota Tahun 2025 dilakukan paling lambat 7 
(tujuh) hari ke1ja setelah Pergub tentang RKPD provinsi 
tahun 2025 ditetapkan. 
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Pasal 7 
(1) Gubetnur menyampaikan Pergub tentang RKPD provinsi 

Tahun 2025 beserta matriks basil penyempurnaan 
sebcl,gaimana climaksud dalarn Pasal 4 ayat (2) kepada 
Menteri rnelalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan 
Daerah paling latna 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak 
Pergub ten tang RKPD provinsi Tahun 2025 ditetapkan. 

(2) RKPD provinsi Tahllil 2025 sebagaimcj.llcl- dim�_.ksud pada 
aya.t (1) digunakan sebaga:..i bahan ev-aluasi pembangun_an 
dan dasar penyusunan rancangan KUA, PPAS, dan bahan 
sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah 
tentang angg�eµJ pe1:idapatcl.11 dc)..11 belanja,. daerah Tahun 
anggaran 2025. 

Pasal- 8 

(1) Bupati/wali kota menyampaikan Perbup/Perwali tentang 
RKPD kabugaten./kota T?hun 2025 beserta ma:triks hasil 
penyempurnaan sebagaimana diinaksud d�am Pasal 4 
ayat (2) ke_pada gubernur sebagai wakil Penierintah Pusa.t 
melalui kepala Bappeda provinsi paling lama 7 (tujuh) hari 
kerja terhitung sejak Perbup/Perwali tentang RKPD 
kabL1.paten/kota Tahun 2025 ditet_apkan. 

(2) RKPD kabupaterr/kota Tahun 2025 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi 
pembangunan dan dasar penyusun<:1.n rancangan KUA, 
PPAS, dart bahan sinkronisa.si penyusunan rancangan 
peraturan daerah tentang anggarru 1 pendapatan dru1. 
belanja daerah tahun a.nggaran 2025. 

BAB III 

PERUBAHAN RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 

Pasal 9 
(1) Peru.bahan RKPD Ta.bun 2025 dapat dilakukati apabila 

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun 
berjalan mem,.mjukan a.danya ketidaksesuaian, meliputi: 
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi 

p.rioritas pembruiguria:n daerah, kerangka ekonomi 
Daerah 1 dan keuan.gan Daerab, rencana program, 
kegiatan, da:n sub kegiatan; dan/ a tau 

b. keadaan ya,ng menyebabkan saldo sisa lebih 
pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, hatus 
digunakan UfltUk tahun berjalan, 

yang menimbulkan penambahan dan/ atau pengurangan 
program, kegiat� dan/ atau sub kegiatan baru dalam 
peru bahan RKPD Tahun 2025. 

(2) Perumusan perubahan RKPD Tahun 2025 perlu 
memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah 
terpilih d$.n memperhatikan basil kesepakatcl.Il bersamc!­
antara k.epala daerah dan ketua DPRD tentang 
pertambaha.n kegiatan clan/ a.tau sub kegiatan baru pad.a 
KUA dan PPAS. 

(3) Penambaha:n dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau 
sub kegiatan baru sebagaimana dirnaksud pacla ayat (1) 
dan mempe.rhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah 
terpihh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 
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per1 .. Jbahan RI<PO Tahun 20�5, diti.ndaklanjuti dengan 
pernbahan d_an/atau penambahan dalam Renstra 
Perangkat Daerah sebagai acuan pet1.yusu11an perubahan 
Renja Perangkat Daerah. 

Paisal 10 
(1) Dalam hal Peraturan Presiclen tentang RKP Tahun 2025 

dan/atau pemutakhiran RKP Tahun 2025 telah 
ditetapl�an, Pemerint _cJ _h Daerah dapat melakukan 
penambahan program baru.. 

(2) Penambahan program baru se bagaimana dimaksud pada 
ayat (1 )  dapal dilakukan tanpa melakuka.11 perubahan 
RPJMD Tahun 2021-20'.26 atf;lu RPD yang berlaku. 

Pasal 11 
Penarbbaha .n. dan/atau pengutangan kegiatan dan/atau sub 
kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9Pasal 9 
ayat ( 1), dapat dilaksanakan dengllll kriteria: 
�- kebutuh� daerah dalam rang� pelayanan dasar 

masyarakat yang anggarannya belum tersedia dala.m 
tahun anggaran berjalan; 

b. belanja daer-ah yang bersifat mengikat; 
c. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian 

yang besar bagi pemerintah maupun rriasyarakat; 
d.  dalam rangka mempercepat capaian sasaran RKPD 

dan/ atau Renstra Perangkat Daerah; 
e. adanya kebij"akan pemerintah yang menjadi prioritas 

nasional yang mendukung percepatan pem bangu.nan 
daerah; dan 

r. dilakukan jika kegiatan dan/ atau sub kegiatan yang. 
dilal{.Sanakan sebelumny� belum m .emberikan keluaran 
yang signifikan terhadap peticapaian basil program. 

Pasal 12 
( 1 )  Perubahan RKPD Tahun 2025 dituangkan dalam 

Rancangan Pergub ten.tang pe1�ubahan RKPD prov:insi 
Tahun 2025 dan Rancangan Perbup/Pe1wali tentang 
perubahan RKPD kabupaten/kota Tahun 2025. 

(2) Rc111.canga,n Pergub tentang perubahan RKPD provinsi 
Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 1 

disan1paikan oleh gubernur kepada Menteri melalui 
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk 
difa�ili tasi. 

(3) Raricahgan Perbup/ Perwali tentang perubahan RKPD 
kabupaten/kota Tahun 2025 sebagaimana d:imaksud 
pada ayat ( 1 )  disampaikan oleh bupati/wali kota kepada 
gub.ernur scbagaj wakil Pem�rintaJ1 Pusat me]alui kepala 
Bappeda provinsi untuk dnasilitasi. 

(4) Fasilitasi sebagaimana diroaksud pada ayat (2) dan (3) 
dilakuka.n sejak d0kqmen diterima secara lengkap. 

(5) Ran,c_ang<in • Pergub dan Perb�p/ Perwali ten tang 
perubahan RKPD sebagai:niana dimaksud pada ayat (2) 
dan a,yat (3) disampaikan seeara lengkap dengan 
melampirkan dokumen yang terdiri atas: 
a. surat pennobonan fosilitasi dafi gubernur kepada 

Menteri melalu:i Direktur Jenderal Bina 
Pembangunan Daerah atau dari bupati/wali kota 
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k<:!pc:l.dct gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 
melah.ti kepala Bappeda provinsi; 

b. rancangan perubahan RKPD Tabun 2025; 
c. hasil revil.l aparat pengawasan internal Pemerintah 

Daerah; 
d. basil evaluasi RKPD tahun be1jalan; da.n 
e. daftar isian fasilitasj perubahan RKPD Tahun 2025. 

Pasal 13 
(1) Hasil fasilitasi sebagaimarta dimaksud dalam Pasal 12 ayat 

(4) disampaikan dalam bentuk surat Direktur Jenderal 
Bina Pembangunan Daercth atas nama Menteri bagi 
provinsi clan surat kepa.la Bappeda provinsi atas nama 
gubemur bagi kabupaten/kota, yang kemudian akan 
menjadi bahan dasar penyempurnaan rancangan Pergub 
da.n Perbup/Perwali tent�g pellJ._bahan RKPD Tahun 
2025. 

(2) Penyempurnaan rartcangan Pergub clan Perbup/Perwali 
Tentang perubahan RKPD Tahun 2025 sebagairnana 
dimaksud pada ayat ( 1) disaj.ikan melalui matriks hasil 
penyempurnaan. 

(3) Ketentuan mengen.ai formal matriks basil penyempurnaan 
sebagimana dimaskud pad.a ayat (2) dan daftaT i:sian 
fasilitasi perubahan RKPD Tah1Jn 2025 sebagaimana 
dimaksucl dalam Pasal 12 ayq.t (5) buruf e terca:ntum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidal{ 
tei-pisahkan dari Peraturan Men teri ini. 

Pasal 14 
(1) Gubernur menetapkan rancangan Pergub tentang 

perubahan RKPD provinsi Tahun 2025 paling lama 7 
(tujuh) hari kerja sebeJum RKPD Tahun .2026 cu tetapkan. 

(2) Bupati/wali kota menetctpkf!.Tl rancangan Perbup/Perwali 
ten.tang perubahan RKPD kabupaten/kota paling lama 7 
(tujuJ1) ha.ii kerja setelah Pergub tentang perubahan RKPD 
provinsi Tahun 2025 ditetapkan atau paling lambat akhir 
bulc!-n Juni Tahun 2025 sebelum RKPD kabupaten/kota 
Tahun 2026 ditetapkan. 

(3) Penetapan RKPD perubahan sebagaimana dimaks:ud pada 
ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat hasil 
pelaksanaan RKPD sampai dengan T1iwulan I Tahw1 
berkenaari. 

Pasal 15 
( 1) Gubernur menya.1npq.ikcln P�:rgub mengen_ai perubah?TI 

RKPD provinsi Tahun 2025 beserta matriks hasil 
penyenipurn.aan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat (7) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina 
Pem bangunan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja 
terhitung sejak Pergub ditetapkan. 

(2) Perubahan RKPD provinsi Tahun 2025 sebagaimana 
dimaksud. pada ayat ( l) cligunakan sebagai bah.an evaluctsi 
pembcJ.Ilgunan dan dase;rr penyusunan rancangan 
kebij .akan umum perubahan anggaran dan perubahan 
prioritas plafon anggaran sementara dan bahan 
sinkron.isasi penyusunan rancangan Pera tu rctn Daerah 
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tentang anggaran pendapatan dan belahja daerah 
perubahan tahun anggaran 2025. 

Pasal 16 

( 1 )  Bupati/wali kota menyampailqrn Pe,rbup/Perwali 
mengenai perubahan RKPD kabupaten/kota Tahun 2025 
beserta matriks hasjl penyempumaan sebagaimana 
dim<;lksud dalaJTI Pasal 12  ayat (7) kepada gubernur 
selJ?gai wakil. Peme1intah Pusat tnelalui kepala Bappeda 
provinsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak 
Pe-rbup/PerwaJi ditetapkan. 

(2) Perubahan RKPD kabupaten/kota Tahun 2025 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  digunakan sebagai 
bahan evaluasi pem bat1.gunart dan dasar pehyusunan 
rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan 
perubahan prioritas plafon anggaran sem�ntg.Ta clan 
bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peratµran 
daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah 
perubahan tahun anggaran 2025. 

BAB IV 

KETENTUA
N 

PENUTUP 

Pas-al 1 7  
Peraturan Menteri J.m mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang meng�tahuin.ya, memerintahk:Pn 
pengundangan Petaturan Menteri ini dengan penernpatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Diundarigkan di Jakarta 
pada tang;gal 12 September 2024 

PLT. DIREKTUR JENDERAL 

Ditetapkan di J.akarta 
pada tanggal 20 Agustus 2024 

MENTERI DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

MUHAMMAD TITO KARNAVTAN 

PERATURAN PERUNJ)ANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASJ MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

ASH:P N. M ULYANA 

BERlTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAl-lUN 2024 NOMOR 543 

---� 

altitia:®, � suai dengan aslinya 
,� . . H ku • u m, 

, ., ra Purwone oro 
..  l (TV/b) 

00708 2008 12 1 001  












































































































































